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Abstract. A notary, in carrying out his responsibilities and responsibilities, is obliged to 

comply normatively with the legal regulations relating to all actions taken in the 

preparation of an authentic deed so that the deed is completed in accordance with valid 

legal documents and has complete legal documentation. In Article 15 paragraph (2) 

hulrulf (el) Ulndang-Ulndang of the Notary's Office, it does not provide detailed 

information regarding how the responsibility for providing legal processing must be 

carried out, so it will be difficult to determine whether a notary has carried out the legal 

processing responsibility. or not. The form of Notary legal counseling in making 

authentic deeds is in the form of providing legal counseling regarding legal actions that 

will be included in the Deed. The notary provides an understanding to the parties 

regarding the provisions in the Legislative Regulations relating to legal actions to be 

carried out by the parties including an explanation of what is permitted in implementing 

the principle of freedom of contract and what are the limitations. Every time he carries 

out his official duties in completing a deed, a Notary is responsible for the deed he writes 
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as a realization of the wishes of the parties in the form of an authentic deed. A notary's 

responsibilities are closely related to his duties and authority as well as morality both as 

an individual and as a public official. Every rounding carried out by a Notary can be 

asked for an answer if there is a violation committed by him and the rounding has resulted 

in a loss for the parties. The notary must take responsibility for the correctness of the 

legal documents of the deed if the legal information he provides later turns out to be an 

incorrect document. If the loss that arises is not due to the notary's fault, the notary 

cannot be held responsible. In this case, it can be concluded that the notary only provides 

legal counseling in the form of providing understanding to the parties regarding the 

provisions in the Legislative Regulations relating to legal acts so that in this case the 

notary is only responsible for the formal form, namely including every information 

provided by the parties and not the contents of the agreement do not conflict with the 

law. Also, the obstacles for Notaries in legal education in Medan City are the first 

regarding Notary competence, incomplete documents Communication between Notaries 

and the parties, and the solution is Increasing Notary Competence as well as improved 

discussion and communication. 

Keywords: Forms of Legal Counseling, Notary Public, Notary Position Law. 

 

Abstrak. Notaris dalam melnjalankan kelwelnangan dan kelwajibannya wajib belrpeldoman 

selcara normatif kelpada atulran hulkulm yang belrkaitan delngan selgala tindakan yang 

diambil dalam pelmbulatan akta aultelntik selhingga akta selsulai delngan keltelntulan hulkulm 

yang belrlakul dan melmpulnyai kelkulatan pelmbulktian yang selmpulrna. Dalam Pasal 15 ayat 

(2) hulrulf (el) Ulndang-Ulndang Jabatan Notaris, tidak melmbelrikan belntulk yang bakul 

melngelnai bagaimana kelwelnangan melmbelrikan pelnyullulhan hulkulm itul haruls dilakulkan, 

selhingga akan sullit melnelntulkan apakah selorang notaris suldah mellaksanakan 

kelwelnangan pelmbelrian pelnyullulhan hulkulm ataulkah tidak. Bentuk Penyuluhan hukum 

Notaris dalam pembuatan akta autentik adalah dalam bentuk pemberian Penyuluhan 

hukum terkait perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam Akta. Notaris 

memberikan pemahaman kepada para pihak terkait ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 

Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan 

oleh para pihak meliputi penjelasan mengenai apa saja yang diperbolehkan dalam 



menerapkan asas kebebasan berkontrak dan apa saja yang menjadi batasannya. Setiap 

menjalankan tugas jabatannya dalam membulat suatu akta, seorang Notaris memiliki 

tanggung jawab terhadap akta yang dibatnya sebagai suatu relalisasi kelinginan para 

pihak dalam bentuk akta autentik. Tanggung jawab notaris berkaitan erat dengan tugas 

dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. 

seltiap pelrbulatan yang dilakulkan olelh Notaris dapat dimintakan pelrtanggulng jawabannya 

apabila ada sulatul pellanggaran yang dilakulkannya dan pelrbulatan telrselbult melnimbullkan 

kelrulgian bagi para pihak. Notaris haruls melmpelrtanggulng jawabkan atas kelbelnaran 

matelriil sulatul akta bila Penyuluhan hulkulm yang dibelrikannya telrnyata dikelmuldian hari 

melrulpakan sulatul yang kellirul.  jika kerugian yang timbul bukan karena kesalahan notaris 

maka notaris tidak dapat dituntut tanggung jawabnya. Dalam hal ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa notaris hanya memberikam penyuluhan hukum berupa memberikan 

pemahaman kepada para pihak terkait ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-

Undangan yang berhubungan dengan perbuatan hukum sehingga dalam hal ini notaris 

hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal yaitu mencantumkan setiap keterangan 

yang diberikan oleh para pihak dan bukan pada isi perjanjian tersebut tidak bertentangan 

dengan hukum. Serta, hambatan Notaris dalam penyuluhan hukum di Kota Medan yaitu 

yang pertamamengenai kompetensi Notaris, Dokumen yang tidak lengkap Komunikasi 

antara Notaris dan para pihak, serta solusinya yaitu Peningkatan Kompetensi Notaris 

serta diskusi dan komunikasi yang ditingkatkan. 

Kata kunci: Bentuk Penyuluhan Hukum, Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris. 

 

LATAR BELAKANG 

Penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman yang 

benar terhadap para penghadap. Seorang Notaris harus mampu menjelaskan isi akta 

otentik yang telah dibuatnya karena pada kenyataannya tidak semua orang yang membuat 

akta otentik kepada Notaris dapat benar-benar memahami dengan baik dan benar akta 

tersebut. Pada keadaan ini seorang Notaris tidak akan menerima honorarium pada saat 

memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak karena berdasarkan Pasal 15 ayat 2 

huruf e tersebut Notaris tidak berkewajiban meminta atau memungut bayaran apapun 
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yang terkait tentang penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris kepada para pihak 

atau masyarakat  

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (el) Ulndang-Undang Jabatan Notaris, tidak 

melmbelrikan belntuk yang baku melngelnai bagaimana kelwelnangan melmbelrikan 

pelnyullulhan hulkulm itul haruls dilakulkan, selhingga akan sullit melnelntulkan apakah selorang 

notaris suldah mellaksanakan kelwelnangan pelmbelrian pelnyullulhan hulkulm ataulkah tidak. 

Sampai saat ini tidak ada satulpuln atulran yang melngatulr selcara jellas telrkait pelmbelrian 

pelnyullulhan hulkuml, selhingga melnimbullkan intelrpreltasi yang belrbelda bagi seltiap notaris.   

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab dalam 

mejalankan kewenanganya dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak 

sebelum akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat dibelakang hari mengandung 

sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta itu merupakan kesalahan Notaris 

atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya 

dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan Notaris 

atau adanya kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan salah satu pihak yang 

menghadap. Agar akta yang dibuat Notaris tidak mengandung cacat hukum dikemudian 

hari, karena kesalahan Notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum terlebih 

dahulu. sendiri, maka Notaris itu harus memberikan pertanggung jawaban baik secara 

moral maupun secara hukum1 

Seltiap melnjalankan tulgas jabatannya dalam melmbulat sulatul akta, selorang Notaris 

melmiliki tanggulng jawab telrhadap akta yang dibulatnya selbagai sulatul relalisasi kelinginan 

para pihak dalam belntulk akta aultelntik. Tanggulng jawab notaris belrkaitan elrat delngan 

tulgas dan kelwelnangan selrta moralitas baik selbagi pribadi maulpuln sellakul peljabat ulmulm.  

Sangat pelntingnya notaris selbellulm melmbulat akta aultelntik kelpada para pihak 

melmbelrikan pelmahaman hulkulm ataul pelnyullulhan hulkulm kelpada para pihak telrlelbih 

dahullul selbellulm melmbulat akta aultelntik, telrhadap hal-hal yang para pihak tidak 

melmahami, ataul hal-hal yang sangat pelnting dalam pelmbulatan akta aultelntik, selhingga 

                                                             
1 Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang 

Berimplikasi Perbuatan Pidana,Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm.8.  



tidak telrjadi kelkellirulan telrhadap notaris dan pelnghadap itul selndiri. Agar pelnghadap lelbih 

paham akan kelrulgian yang akan telrjadi dikelmuldian hari. Ulntulk melncelgah telrjadinya 

kelkellirulan telrhadap masyarakat dalam melmbulat akta aultelntik yang selsulai delngan 

keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrlakul, sangat dipelrlulkan pelmbelrian 

pelnyullulhan hulkulm olelh notaris ulntulk klielnnya delngan melmbelrikan kelpastian hulkulm 

bagi klieln yang melmbultulhkan akan alat bulkti, selhingga delngan delmikian melmbelrikan 

manfaat bagi yang melmbultulhkan. 

 

METODE PENELITIAN 

Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis. Jenis 

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif 

berupa produk perilaku hukum, Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana 

data tersebut diperoleh.2 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), Alat 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi 

dokumen. Dalam analisis data menggunakan analisis (content analysis). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

BENTUK PENERAPAN PENYULUHAN HUKUM NOTARIS DALAM 

PEMBUATAN AKTA AUTENTIK DI KOTA MEDAN 

Pelnyullulhan hulkulm yang dibelrikan olelh Notaris dalam rangka melmbantul 

pelmbulatan akta yang dipelrlulkan dan ini melrulpakan satul kelsatulan yang tidak dapat 

dipisahkan dalam prosels pelmbulatan akta. Pada saat Notaris melbelrikan pelnyullulhan 

hulkulm, selorang Notaris ditulntult ulntulk paham telrhadap hulkulm dan mampul melmbelrikan 

peltulnjulk dibidang hulkulm yang dibultulhkan dan yang seldang dihadapi olelh klielnnya. 

Dalam kondisi inilah selorang Notaris belrtindak melmbelrikan pelnyullulhan hulkulm. 

                                                             
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Rineke Cipta, Jakarta, 2018, hlm 107 
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Pelnyullulhan hulkulm yang dibelrikan olelh Notaris belrulpa nasihat-nasihat hulkulm, peltulnjulk 

hulkulm dan pelnelrangan-pelnelrangan telrhadap keltelntulan pelratulran Pelrulndang-ulndangan 

yang belrlakul. Nasihat yang dibelrikan olelh selorang Notaris haruls belrdasarkan kelyakinan 

dalam bidang yang dikulasai dan dalam batas kelmampulannya. Kelahlian hulkulm dalam 

bidangnya haruls selsulai delngan pelratulran Pelrulndang-ulndangan yang belrlakul. Pelratulran- 

pelratulran telrselbult melrulpakan peldoman bagi Notaris belrkaitan delngan apa yang bolelh 

dan apa yang tidak bolelh dilakulkan dalam pelmbulatan akta ulntulk klielnnya. 

Pelmbelrian pelnyullulhan hulkulm itul sangat pelnting dilakulkan bahkan melrulpakan 

kelwajiban bagi seltiap Notaris. Pelmbelrian pelnyullulhan hulkulm olelh Notaris dimaksuldkan 

ulntulk melmbelrikan pelnjellasan dan pelmahaman kelpada para pihak telrkait akta yang ingin 

dibulatkan, telrmasulk melnjellasakan syarat-syarat yang dibultulhkan ulntulk pelmbulatan akta. 

Artinya pelnyullulhan hulkulm yang dibelrikan olelh Notaris delmi melndulkulng kellancaran 

prosels pelmbulatan akta, mellipulti selgala hal yang dibultulhkan ulntulk pelmbulatan akta. 

Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang datang melnghadap kelpada Notaris hanya 

melnyelrahkan belgitul saja kelpada Notaris, bagaimana 

baiknya melnulrult Notaris itul selndiri. Kondisi ini dikarelnakan keltidakpahaman 

masyarakat telrhadap pelrmasalahan hulkulm yang helndak melrelka lakulkan. Maka suldah 

melnjadi kelwajiban bagi selorang Notaris ulntulk melmbelrikan pelnyullulhan hulkulm telrkait 

akta yang akan dibulatnya, agar para klieln melmahami hak dan kelwajibannya, selhingga 

telrwuljuld keltelrtiban dibidang hulkulm. 

Pelran Notaris dalam melmbelrikan pelnyullulhan hulkulm haruls mampul melnilai 

telrlelbih dahullul apa yang selsulnggulnya melnjadi kelhelndak para klieln yang datang 

kelpadanya dan melmbelrikan nasihat hulkulm dan melncari belntulk-belntulk hulkulm yang 

selsulai kelhelndak para klieln. Pelmbelrian pelnyullulhan hulkulm haruls dilakulkan delngan baik 

dan belnar karelna atas pelnjellasan-pelnjalasan yang dibelrikan olelh Notaris dapat 

melmpelngarulhi “kelyakinan” klieln ulntulk mellakulkan sulatul tindakan hulkulm, delngan 

melnyelrahkan selpelnulhnya kelpada klieln ulntulk melnelntulkan pilihan hulkulmnya. Tulgas 

Notaris melnjaga dan melmastikan tindakan hulkulm yang dipilih olelh klieln tidak 

belrtelntangan delngan pelratulran Pelrulndang-ulndangan yang belrlakul. Selbab Notaris 



melnulrult pelratulran Pelrulndang-ulndangan ditulgaskan ulntulk melmbulat akta yang belnar 

yang dikelhelndaki olelh ulndang- ulndang. 

Notaris dalam melmbelrikan pelnyullulhan hulkulm haruls sellalul belrsikap neltral dan 

tidak melmihak dalam melmbelrikan pellayanan kelpada para klielnnya, selbagaimana 

diselbultkan dalam Pasal 16 ayat (1) hulrulf (a) yaitul Notaris wajib belrtindak juljulr, mandiri, 

tidak belrpihak, dan melnjaga kelpelntingan para pihak yang telrkait dalam pelrbulatan 

hulkulm. Selbab Notaris melrulpakan jabatan kelpelrcayaan maka suldah kelwajibanya 

melnjaga kelpelntingan para pihak, dan melmastikan tidak ada pihak yang dirulgikan akibat 

akta yang dibulatnya. 

Notaris dalam melmbelrikan pelnyullulan hulkulm haruls melmbelrikan sulatul 

pelnjellasan melngelnai keladaan hulkulm yang selbelnarnya selsulai delngan keltelntulan pelratulran 

Pelrulndang-ulndangan yang belrlakul, melnjellaskan hak dan kelwajiban masing-masing 

pihak, agar telrwuljuldnya kelsadaran hulkulm masyarakat dan melncelgah telrjadinya konflik 

dikelmuldian hari, selrta melwuljuldkan kelpastian hulkulm bagi masyarakat. 

Fulngsi dan manfaat dari pelnyullulhan hulkulm olelh Notaris kelpada masyarakat ataul 

para pihak adalah pelrtama, pelnyullulhan hulkulm olelh Notaris selbagai tindakan pelncelgahan 

(prelvelntif), yakni melncelgah timbullnya pelrmasalahan yang melnyangkult para pihak yang 

telrlibat dalam akta dan Notaris itul selndiri yang melngakibatkan kelrulgian bagi para pihak 

dari isi akta yang dibulatnya. Suldah selmelstinya hulkulm melmiliki tuljulan ulntulk 

melmbelrikan manfaat selbanyak-banyaknya bagi masyarakat dan jangan sampai 

melrulgikan orang lain, maka delngan adanya pelnyullulhan hulkulm olelh Notaris baik ulntulk 

orang pelrorangan (pelrson) maulpuln badan hulkulm (relchtpelrsoon) melrulpakan tuljulan 

ultama hulkulm itul selndiri, yakni belrkaitan delngan Notaris dalam melnjalankan jabatanya 

melmbulat alat bulkti yang selmpulrna selsulai delngan pelratulran Pelrulndang-ulndangan yang 

belrlakul  

Keldula, pelnyullulhan hulkulm olelh Notaris selbagai tindakan korelktif, yakni 

melmbelrikan korelksi telrhadap isi akta yang akan dibulatnya, selhingga apabila telrdapat 

sulatul hal yang belrkaitan delngan kelpelntingan para pihak yang mellanggar hulkulm, 

kelpelntingan ulmulm, moral, sulsila, dan lain selbagainya ataul telrdapat kelpelntingan para 
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pihak belrkaitan delngan hak dan kelwajiban yang bellulm ataul kellirul ditulangkan dalam 

akta, maka dapat diambil tindakan-tindakan pelrbaikan isi rancangan akta telrselbult. 

Keltiga, pelnyullulhan hulkulm olelh Notaris selbagai tindakan pelmelliharaan, yakni 

melwuljuldkan dan melmellihara kelsadaran hulkulm masyarakat selhingga melmbelrikan 

dorongan dan selmangat partisipatif pelmbangulnan hulkulm dan telrcipta buldaya hulkulm di 

masyarakat. 

Pelran Notaris dalam melmbelrikan pelnyullulhan hulkulm suldah melnjadi bagian dari 

eltika pelrofelsinya selbagai peljabat pulblik yang belrwelnang melmbulat akta otelntik. 

Pelrannya yang belrselntulhan langsulng delngan masyarakat dari belrbagai latar bellakang 

pelndidikan, statuls sosial dan elkonomi yang telntulmya tidak selmulanya melngelrti dan 

paham delngan tindakan hulkulm yang seldang dilakulkannya. Selhingga haruls mellelkat 

didalam sanulbari dan pikiran selorang Notaris bahwa seltiap masyarakat yang melnghadap 

kelpadanya haruls dibelrikan pelmahaman telntang tindakan- tindakan hulkulm yang 

diambilnya agar melrelka melngeltahuli dan melnyadari hak dan kelwajibannya selbagai warga 

nelgara dan anggota masyarakat, selrta khulsulsnya yang belrkaitan delngan akta yang akan 

dibulat. Ulntulk itul Notaris ditulntult ulntulk telruls melningkatkan ilmul pelngeltahulan yang 

dimiliki karelna ilmul sellakul belrtulmbulh dan hulkulm telruls belrkelmbang melngikulti 

pelrkelmbangan masyarakat. 

Pendekatan yang digunakan dalam cara kerja pemberian penyuluhan hukum yaitu 

pendekatan persuasif, pendekatan edukatif, pendekatan komunikatif, dan pendekatan 

akomodatif. Pendekatan persuasif dilakukan dengan meyakinkan masyarakat agar 

tertarik dan berminat terhadap materi yang disampaikan saat penyuluhan hukum tersebut. 

Pendekatan edukatif dilakukan dengan mendidik dan membimbing masyarakat dengan 

kesabaran dan ketekunan agar tercapai tujuan penyuluhan hukum. Pendekatan 

komunikatif, seseorang yang mempunyai tugas sebagai penyuluh hukum harus dapat 

berkomunikasi yang baik agar tercipta keakraban dalam suatu pembicaraan. Dan 

pendekatan akomodatif ini mengharuskan seorang penyuhuh hukum mampu 

memberikan penyelesaian atau solusi agar dapat dipahami dan dimengerti terkait 

permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.  



Jabatan sebagai notaris mempunyai kewenangan dalam bidang hukum perdata 

yaitu menyusun akta autentik menurut kemauan dua orang atau lebih yang menghadap 

kepadanya, agar dapat digunakan sebagai keterangan tertulis apabila terjadi suatu 

permasalahan. Pembuatan akta autentik dikhususkan kepada seorang notaris yang diatur 

dalam perundang – undangan dengan tujuan dapat menciptakan kepatian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum. Sebagai suatu keterangan tertulis yang bersifat sah, akta autentik 

berperan penting dalam setiap tindakan hukum di masyarakat.  

Kebutuhan akan fakta yang tertulis salah satunya akta autentik dalam hubungan 

perbankan, bisnis, ataupun kegiatan – kegiatan sosial saat ini semakin meningkat karena 

adanya tuntutan kepastian hukum. Dalam hal ini seorang yang mempunyai jabatan 

sebagai notaris mempunyai kewajiban menuangkan keinginan para pihak yang 

mengahadap kepadanya dalam bentuk tertulis berupa suatu akta autentik. Pembuatan akta 

autentik oleh seorang notaris secara tidak langsung terjadi keterikatan antara pejabat 

umum selaku notaris tersebut dengan orang – orang yang yang dating bertemu 

dengannya. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris merupakan 

pengabdian yang diberikan kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan mengenai 

pembuatan akta autentik kepada orang - orang yang dating kekantor notarisnya. Proses 

penyusunan suatu akta autentik, seorang notaris harus mampu bertindak sesuai dengan 

kaidah dan norma yang berlaku, agar akta yang dibuatnya tidak menimbulkan 

permasalahan ataupun sengketa. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh seorang notaris 

dapat berupa nasehat berdasarkan keahlian dibidang ilmu hukum yang dikuasainya, 

sehingga nasehat tersebut diharapkan dapat membantu para pidak yang menghadap 

kepadanya dalam proses pembuatan akta autentik untuk menentukan tindakan hukum apa 

yang akan dipilih. Oleh sebab itu dalam menjalankan kewenangannya seorang yang 

menjabat sebagai notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan 

tugas dan jabatannya.3 

Agulstina Karnawati S.H. melngatakan bahwa4  Notaris dalam memberikan 

penyuluhan hukum kepada para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta 

                                                             
3 Manuaba, P., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., & Gusti, I. (2018). Prinsip Kehati-hatian Notaris 

dalam Membuat Akta Autentik. Acta Comitas, 3., h. 70 
4 Hasil wawancara delngan Agulstina Karnawati, S.H. sellakul Notaris/PPAT Kota Meldan pada tanggal 16 
Oktobelr 2022. 
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autentik adalah dalam bentuk pemberian Penyuluhan hukum terkait perbuatan hukum 

yang akan dituangkan ke dalam Akta. Notaris memberikan pemahaman kepada para 

pihak terkait ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang 

berhubungan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak meliputi 

penjelasan mengenai apa saja yang diperbolehkan dalam menerapkan asas kebebasan 

berkontrak dan apa saja yang menjadi batasannya. Notaris dalam memberikan 

penyuluhan hukum harus memahami substansi permasalahan yang akan diberikan 

penyuluhan sehingga mampu memberikan solusi yang benar. Notaris hanya sebatas 

memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak namun hasil akhirnya dikembalikan 

kepada para pihak untuk membuat perjanjian tersebut sehingga Notaris tidak dapat 

dimintakan tanggung jawab atas kerugian para pihak.  

Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan yang menjalankan 

sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk 

membuat alat bukti berupa akta autentik atas permintaan para pihak yang datang 

menghadap Notaris. Sehingga harus dipahami dan dimengerti, notaris dalam 

menjalankan jabatannya merupakan sebagian tugas negara yang mempunyai 

kewenangan utama untuk membuat akta autentik atas permintaan para pihak digunakan 

sebagai alat bukti yang sempurna, dalam hal ini notaris diperkenankan untuk memberikan 

penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta autentik demi tercapainya 

kepastian hukum agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Notaris membuat akta otentik yang merupakan alat pembuktian terkuat dan 

terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam setiap 

kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, perbankan, kegiatan sosial, dan 

lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat 

sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai kegiatan 

ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian 

tugas seorang notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam 

bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik.  



Penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatan hukumnya 

diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan notaris, kemudian 

notaris membuatkan akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka 

dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap telah terjadi 

hubungan hukum. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai 

menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan 

terlindungi dengan adanya akta tersebut.5 Notaris berdasarkan ketentuan perundang-

undangan ditugaskan untuk membuat akta yang benar yang dikehendaki oleh undang-

undang. Penyuluhan hukum atau penjelasan mengenai ketentuan undang-undang ini 

diberikan dalam rangka membantu dalam pembuatan akta yang diperlukan dan ini 

merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.6 

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PERANANYA MEMBERIKAN 

PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PEMBUATAN 

AKTA AUTENTIK DI KOTA MEDAN 

Fulngsi sulatul akta Notaris melmpulnyai pelran pelnting, baik akta selbagai alat bulkti 

maulpuln akta selbagai syarat sahnya sulatul pelristiwa hulkulm dan belbelrapa hal ada 

keltelntulan-keltelntulan pelratulran yang melwajibkan agar pelrjanjian telrtelntul dibulat delngan 

akta Notaris dalam Bahasa Indonelsia. Delngan delmikian pelran Notaris di dulnia hulkulm 

delngan “Sistelm Kontinelntal” pada ulmulmnya dan dulnia bisnis pada khulsulsnya pelnting 

telrultama dalam kaitannya delngan pelrjanjian-pelrjanjian formil sellain adanya kelinginan 

pihak-pihak selndiri ulntulk melmbulat jelnis-jelnis pelrjanjian lainnya di dalam belntulk akta 

Notaris. Akta Notaris melrulpakan alat bulkti selmpulrna selhingga melnjamin kelpastian, 

keltelrtiban, dan pelrlindulngan hulkulm bagi pihak-pihak yang belrintikan kelbelnaran dan 

keladilan. Hal telrselbult didulkulng melngingat kelduldulkan Notaris yang mandiri dan tidak 

belrpihak. Olelh selbab itul, delngan adanya akta Notaris selbagai alat bulkti dapat melmbantul 

di dalam melnghindari para pihak dari sulatul selngkelta. Jasa Notaris dalam dulnia bisnis 

makin hari kian melningkat selbagai salah satul kelbultulhan hulkulm masyarakat.7 

                                                             
5 Roenastiti Prayitno, “Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta”, Media 

Notariat, No.12-13/Tahun IV, Oktober 1989, hal.178. 
6 Ibid 
7 Helrlian Buldiono, Kulmpullan Tullisan Hulkulm Pelrdata di bidang Kelnotariatan, Bulkul keldula, (Bandulng : 

PT. Citra Aditya BAkti, 2010), hal. 172. 
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Sulbstansi akta Notaris melrulpakan formullasi ataul kristalisasi keltelrangan ataul 

pelrnyataan dari kelinginan para pelnghadap yang dikelmulkakan di hadapan Notaris, tidak 

dapat melmaksakan kelinginan ataul pelndapat Notaris agar diikulti olelh para pelnghadap, 

tapi Notaris wajib melmbelrikan pelnjellasan dari selgi hulkulm, kalaulpuln saran Notaris 

diseltuljuli olelh para pelnghadap kelmuldian ditulangkan kel dalam akta, maka hal telrselbult 

melrulpakan kelinginan para pelnghadap selndiri, dan bulkan kelinginan ataul keltelrangan 

Notaris. Belrdasarkan pada sulbstansi akta telrselbult, maka ada akta Notaris yang delklaratif 

dan akta Notaris yang konstitultif.8 

Diselbult akta Notaris yang delklaratif, yaitul sulbstansi akta yang belrisi pelrnyataan 

ataul pelnelgasan dari pelnghadap selndiri telrhadap sulatul hal telrtelntul. Akta Notaris selpelrti 

itul hanya dilakulkan olelh 1 (satul) pihak saja ulntulk kelpelntingan diri selndiri ataul pihak 

lainnya. Misalnya pelmbulktian kelpelmilikan selbulah bangulnan rulmah. Daya ikat selcara 

hulkulm akta Notaris yang delklaratif akan telrgantulng pada pelnelrimaan lain lain atas 

sulbstansi akta telrselbult. Pihak lain dapat saja melrasa tidak telrikat dan tidak 

belrkelpelntingan delngan kata telrselbult, karelna yang belrsangkultan melmang bulkan pihak 

dalam akta telrselbult. 

Diselbult akta Notaris yang konstitultif yaitul sulbstansi akta yang belrisi melmbulat 

hulbulngan hulkulm barul ataul melniadakan hulbulngan hulkulm yang mellahirkan hulbulngan 

hulkulm barul, artinya yang selbellulmnya tidak ada hulbulngan hulkulm apapuln delngan 

dibulatnya akta dihadapan Notaris olelh 2 (dula) pihak ataul lelbih, maka telrjadi sulatul 

hulbulngan hulkulm, misalnya pelmbelrian kulasa ataul pelmbatalan kulasa. Akta Notaris 

selpelrti ini telrmasulk dalam kulalifikasi pelrjanjian, karelna dilakulkan minimal olelh 2 (dula) 

pihak. Daya ikat selcara hulkulm akta Notaris yang konstitultif telrgantulng kelpada kelinginan 

para pihak selndiri ulntulk mellaksanakan akta telrselbult. 

Selorang Notaris haruls melmiliki komitmeln intellelktulal, elmosional dan spiritulal. 

Tidak culkulp hanya celrdas intellelktulal, melmpulnyai izin, melngulasai ulndang-ulndang dan 

ilmul hulkulm. Itul tidak ada artinya tanpa intelgritas.9 Melngingat belsarnya tanggulng jawab 

                                                             
8 Habib Adjiel (a), Op.cit., hal 142-143. 
9 Arliman, Laulrelnsiuls, Notaris Dan Pelnelgakkan Hulkulm Olelh Hakim, Delelpulblish, Yogyakarta, 2012, 

hllm. 74. 



yang disandang olelh selorang Notaris, maka jabatan Notaris dijalankan olelh melrelka yang 

sellain melmiliki kelmampulan ilmul hulkulm yang melmadai haruls pulla di jabat olelh melrelka 

yang belreltika dan belrakhlak tinggi. 

Pelrilakul Notaris karelna tidak disiplin ataul mellanggar pellaksanaan jabatan Notaris 

dapat melmbawa akibat fatal telrhadap akta yang dibulatnya selbagaimana diselbultkan 

dalam keltelntulan Pasal 84 UlUlJN. Yang dapat melngakibatkan akta Notaris telrselbult 

kelkulatan pelmbulktiannya dibawah tangan ataul batal delmi hulkulm apabila melrulgikan para 

pihak dan julga Notaris dapat ditulntult selcara pelrdata dalam hal kelrulgian yang ditimbullkan 

akibat akta yang dibulatnya. 

Profelsi Notaris melrulpakan pelkelrjaan yang ulnik. Ulndang-ulndang melmbelrikan 

kelwelnangan kelpada Notaris sellakul peljabat ulmulm ulntulk melmbulat sulatul dokulmeln belrulpa 

akta Notaris di bidang Hulkulm Pelrdata. Olelh karelna selbagai bagian dari pelngulasa. 

Ulndang-Ulndang Nomor 30 Tahuln 2004 telntang Jabatan Notaris selndiri telrmasulk rulbik 

ulndang-ulndang organik dan matelri yang diatulrnya telrmasulk dalam bidang hulkulm pulblik 

selhingga keltelntulan-keltelntulan yang telrdapat di dalamnya adalah selbagian belsar pelratulran 

yang belrsifat melmaksa (dwingelnd recht). Jabatan atas kelwelnangan pulblik ini melrulpakan 

dasar dari pelkelrjaan Notaris yang bidangnya dalam kontelks hulkulm privat. Notaris 

melmpulnyai pelran yang sangat ulnik. Bagi masyarakat, Notaris mulncull selbagai sosok 

yang melmpulnyai kelwelnangan pulblik, pelnyullulh, dan pelmbelri nasihat. Jabatan Notaris 

melmpulnyai kelwelnangan pulblic, pelnyullulh, dan pelmbelri nasihat. Jabatan Notaris 

melmpulnyai dula ciri dan sifattnya “elsselntial”, yaitul keltidakmelmihakan (impartiality) dan 

kelmandirian ataul keltidaktelrgantulngan (indelpelndelncy) di dalam melmbelrikan bantulan 

kelpada para klielnnya. Melrulpakan “creldo”, sulatul kelyakinan, bahwa keldula ciri telrselbult 

mellelkat pada idelntik delngan pelrilakul Notaris di dalam melnjalankan jabatannya.10 

Dalam hal melngelnai keltidakmelmikahan dan kelmandirian ini diatulr dalam Pasal 

17 Pelratulran Jabatan Notaris (S.1860-3;PJN) jo. Sulrat Kelteltapan Melntelri Kelhakimaan 

RIS tanggal 22 Meli 1950 Nomor Jz/171/4(BN 1950-35) yang melncantulmkan selcara 

elksplisit dalam lafal sulmpahnya selbagaimana dapat kita lihat bulnyi kalimatnya:11 

                                                             
10 Ibid, Hal.219. 
11 Ibid, hal. 282. 



 

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN 

HUKUM TERKAIT AKTA AUTENTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG 

JABATAN NOTARIS DI KOTA MEDAN 

 
680        JMA - VOLUME 2, NO. 1, JANUARI 2024 
 
 
 
 
 

“ Bahwa saya akan melnjalankan jabatan saya delngan juljulr, saksama, dan tifak 

belrpihak;” 

Pelratulran pelmelrintah no 11 tahuln 1949 melnyelbultkan “tidak melnyelbellah”, kini 

afal sulmpah dimulat dalam keltelntulan pasal 4 UlUlJN yang melncantulmkan keltidak 

melmihakkan jellas pada bulnyi kalimat 

“ Bahwa saya akan melnjalankan jabatan saya delngan Amanah, juljulr, selksama, 

mandiri, dan tidak melmihak” 

Keltidakmelmihakkan ini dapat dipelnulhi delngan baik apabila kelpada para pihak 

tellah dibelrikan pelnjellasan yang melnyellulrulh melngelnai selgala hak, kelwajiban, dan 

telrmasulk selgala akibat hulkulm dari pelrbulatan hulkulm yang dilakulkan olelh para klielnnya. 

Belrgantulng kelpada para klielnnya ulntulk melnelntulkan pilihannya, seldangkan Notaris 

melnjaga rambul hulkulmnya. Keltidakbelrgantulngan atas kelmandirian Notaris walaulpuln 

tidak diatulr selcara khulsuls selpelrti pada keltidakmelmihakkan, dianggap suldah delngan 

selndirinya melrulpakan ciri dan sifat yang elsselntial haruls ada pada jabatan ini agar Notaris 

dapat mellaksanakan jabatannya delngan selmpulrna. Notaris tidak dibawahi olelh siapa puln 

kelculali pelratulran pelrulndang-ulndangan, kelsulsilaan, dan keltelrtiban ulmulm. Keldula ciri 

ultama Notaris ini haruls pulla didulkulng olelh norma dan nilai yang tulmbulh di dalam 

masyarakat selrta eltika profelsi yang belrlakul di dalam lingkulngan para Notaris itul selndiri. 

Notaris dalam melnjalankan profelsinya, sellain haruls neltral julga ditulntult ulntulk 

melmbelrikan pellayanan hulkulm kelpada masyarakat yang melmelrlulkan jasanya delngan 

selbaik-baiknya, melmbelrikan bimbingan dan pelnyullulhan hulkulm kelpada masyarakat agar 

masyrakat melnyadari telntang hak dan kelwajibannya selbagai warga Nelgara dan anggota 

masyarakat. Inilah selbabnya melngapa calon Notaris haruls belnar-belnar melngulasai sellulk- 

bellulk dan sisik-mellik telntang profelsi kelnotariatan.12 

Notaris adalah julga selorang pelnyullulh di bidang hulkulm. Masyarakat yang awam 

telrhadap hulkulm melmbultulhkan kelahlian selorang Notaris ulntulk masulk dalam kelhidulpan 

                                                             
12  Yulwono. Dwi, Ismantoro, Melmahami belrbagai Eltika Profelsi dan Pelkelrjaan, Tim Meldpelss, Yogyakarta, 
2013 Hlm. 179 



dalam bidang stellsell hulkulm. Notaris adalah julga selorang pelnasihat dan pelmbelri 

informasi di bidang hulkulm. 

Pelkelrjaan dan fulngsi Notaris adalah selbulah aranselmeln yang pada pandangan 

pelrtama telrlihat adanya sulatul pelran ganda. Kelduldulkan selbagai peljabat ulmulm 

melmbelrikan sulatul telkanan telrhadap sulatul pellayanan pulblik yang delngan pelrkelmbangan 

dan pelrulbahan zaman, jabatan Notaris melngalami pelrulbahan, baik telrhadap kelwelnangan, 

lulas pelkelrjaan, maulpuln tanggulng jawabnya. Di lain pihak, Notaris melnjalankan 

profelsinya yang hasil pelrolelhannya adalah ulntulk diri selndiri. Masalah global yang 

dihadapi dulnia melmbawa dampak pada pellayanan hulkulm kelpada Notaris. Delngan 

selndirinya tulntultan atas pellayanan jasa Notaris puln melngalami pelrulbahan. Sellain 

pelrulsahaan, Notaris puln melngalami dilelmma yaitul Notaris belrada di antara nelgara, 

masyarakat, dan pasar. Walaulpuln hingga kini jabatan Notaris pada hakikatnya masih 

melnggulnakan modell dan pola Notariat pada pelrmullaan abad kel-19, selsulai delngan 

tulntultan zaman Notaris haruls pulla melnjadi pellopor di bidang playanan hulkulm kelpada 

masyarakat di elra globalisasi. 13 

Stellsell hulkulm kita, yaitul stellsell hulkulm kontineltal melmbawa akibat bahwa 

pellaksanaan ulndang-ulndang dalam bidang hulkulm pelmbulktian melngharulskan kelhadiran 

peljabat ulmulm yang selmata-mata mellayani masyarakat di dalam pelmbulatan alat bulkti 

telrtullis, akta otelntik. Hal mana suldah dinyatakan dalam Pasal 1868 KUlHPelrdata, pada 

kelhidulpan belrmasyarakat yang seldelrhana hulbulngan di antara warga masyarakat lelbih 

banyak didasarkan pada kelbiasaan dan norma belrasaskan nilai selrta moral yang ada dan 

tulmbulh dari masyarakat itul selndiri. Pada kelhidulpan yang lelbih komplelks, kelpastian 

hulkulm selring kali melnjadi tulmpulan dari melkanismel roda kelhidulpan masyarakat. Banyak 

tindakan hulkulm yang dilakulkan orang belrkaitan delngan adanya jaminan akan kelpastian 

hulkulm selhingga dibultulhkan alat bulkti yang telrkulat, yaitul pelrbulatan hulkulm yang 

ditulangkan dalam akta Notaris. Sellain selbagai alat bulkti, akta Notaris melmpulnyai fulngsi 

selbagai syarat multlak ulntulk adanya pelrbulatan hulkulm telrtelntul , yaitul apabila olelh 

ulndang-ulndang diwajibkan ultulk dibulat delngan akta Notaris. 

                                                             
13 Anand, Ghansham, Karelktelristik Jabatan Notaris Di Indonelsia, Prelnadameldia Groulp, Jakarta, 2018, 

hlm. 132.  
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Melnulrult Aridwan Halim, tanggulng jawab adalah sulatul akibat lelbih lanjult dari 

pellaksanaan pelranan, baik pelranan itul melrulpakan hak maulpuln kelwajiban ataulpuln 

kelkulasaan14. Tanggulng jawab ditulntult karelna ada sulatul kelsalahan yang dapat melrulgikan 

hak dan kelpelntingan orang lain. 

Tanggulng jawab selcara eltimologi adalah kelwajiban telrhadap selgala selsulatulnya 

ataul fulngsi melnelrima pelmbelnaan selbagai akibat Tindakan selndiri ataul pihak lain. 

15Seldangkan pelngelrtian tanggulng jawab melnulrult kamuls belsar Bahasa Indonelsia asalah 

sulatul keladdaan wajib melnanggulng selgala selsulatulnya (jika telrjadi selsulatul dapat ditulntult, 

dipelrsalahkan dipelrkarakan dan selbagainya). Pelngelrtian tanggimg jawab selcara 

eltimologi dan Kamuls Belsar Bahasa Indonelsia, dari makna bahasanya maka tanggulng 

jawan dapat diartikan selbagai pelrbulatan belrtanggulngjawab (pelrtanggulngjawaban). 

Dalam Kamuls hulkulm ada 2 istilah pelrtanggulngjawaban yaitul “liability” (thel statel 

of beling liablel) dan “relsponsibility” (thel statel or fact beling relsponsiblel). Liability 

melrulpakan istilah hulkulm yang lulas, dimana liability melnulnjulk pada makna yang paling 

komprelhelnsid, mellipulti hampelr seltiap karaktelr relsiko ataul tanggulng jawab, yang pasti, 

yang belrgantulng, ataul yang mulngkin. Liability didelfinisikan ulntulk melnulnjulk selmula 

karaktelr hak dan kelwajiban. Liability julga melrulpakan kondisi tulndulk kelpada kelwajiban 

selcara aktulal ataul potelnsial; kondisi belrtanggulng jawab telrhadap hal-hal yang aktulal ataul 

mulngkin selpelrti kelrulgian, ancaman, keljahatan, biaya ataul belban; kondisi yang 

melnciptakan tulgas ulntulk mellaksanakan ulndang-ulndang delngan selgelra ataul pada masa 

yang akan datang.16 Seldangkan relsponsibility belrarti hal dapat dipelrtanggulngjawabkan 

ataul sulatul kelwajiban, dan telrmasulk pultulsan, keltrampilan, kelmampulan, dan kelcakapan. 

Relsponsibility julga belrarti kelwajiban belrtanggulng jawab atas ulndang-ulndang yang 

dilaksanakan, dan melmpelrbaiki ataul selbaliknya melmbelri ganti rulgi atas kelrulsakan 

apapuln yang tellah ditimbullkannya.  

                                                             
14 Aridwan Halim. Pelngantar Ilmul Hulkulm dalam tanya jawab, (Bogor : Ghalia Indonelsia, 2005), hal.163. 
15 Delpartelmeln Pelndidikan Nasional. Kamuls Belsar Bahasa Indonelsia, (Jakarta : Balai Pulstaka, 2002), hal. 

1139.  
16 Ridwan HR. Op.Cit., hal.335-336.  



Dalam elnsiklopeldi administrasi, relsponsibility adalah kelharulsan selselorang ulntulk 

mellaksanakan selcara sellayaknya apa yang tellah diwajibkan kelpadanya. Diselbultkan julga 

pelrtanggulngjawaban melngandulng makna, melskipuln selselorang melmpulnyai kelbelbasan 

dalam mellaksanakan sulatul tulgas yang dibelbankan kelpadanya, namuln ia tidak dapat 

melmbelbaskan diri dari hasil ataul akibat kelbelbasan pelrbulatannya, dan ia dapat ditulntult 

ulntulk mellaksanakan selcara layak apa yang diwajibkan kelpadanya.17 

Dalam pelngelrtian dan pelnggulnaan praktis, liability melnulnjulk pada 

pelrtanggulngjawaban hulkulm yaitul tanggulng gulgat akibat kelsalahan yang dilakulkan 

sulbjelk hulkulm, seldangkan relsponsibility melnulnjulk pada pelrtanggulngjawaban politik. 

Keltika ada sulbjelk hulkulm yang mellalaikan kelwajiban hulkulm yang selharulsnya dijalankan 

ataul mellanggar hak sulbjelk hulkulm lain, kelpada yang mellalaikan kelwajiban dan 

mellanggar hak itul dibelbani tanggulng jawab dan ditulntult melmullihkan ataul 

melngelmbalikan hak yang suldah dilanggar telrselbult. Belban tanggulng jawab dan tulntultan 

ganti rulgi ataul hak itul dituljulkan pada seltiap sulbjelk hulkulm yang mellanggar hulkulm. 

Hans Kellseln dalam bulkulnya melmbagi pelrtanggulng jawaban melnjadi elmpat macam 

yaitul:18 

a. Pelrtanggulng jawaban individul yaitul selorang individul belrtanggulng jawab 

telrhadap pellanggaran yang dilakulkannya selndiri: 

b. Pelrtanggulng jawaban kolelktif belrarti bahwa selorang individul 

belrtanggulng jawab atas sulatul pellanggaran yang dilakulkan olelh orang lain; 

c. Pelrtanggulng jawaban belrdasarkan kelsalahan yang belrarti bahwa selorang 

individul belrtanggulng jawab atas pellanggaran yang dilakulkannya karelna 

selngaja dan dipelrkirakan delngan tuljulan melnimbullkan kelrulgian; 

d. Pelrtanggulng jawaban multlak yang belrarti bahwa selorang individul 

belrtanggulng jawab atas pellanggaran yang dilakulkannya karelna tidak 

selngaja dan tidakk dipelrikirakan. 

Melnulrult Roscoel Poulnd, jelnis tanggulng jawab ada 3 yaitul pelrtanggulngjawaban 

atas kelrulgian delngan diselngaja, atas kelrulgian karelna kelalpaan dan tidak diselngaja, dalam 

                                                             
17 Ibid., hal 337-338. 
18 Hans Kellseln, Telori Hulkulm Mulrni, ditelrjelmahkan olelh Raisull Multaqieln, (Bandulng: Nulansa & 

Nulsameldia, 2006), hal.140.  
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pelrkara telrtelntul atas kelrulgian yang dilakulkan tidak karelna kellalaian selrta tidak 

diselngaja.19 

Melnulrult Roscoel Poulnd, tanggulng jawab belrsulmbelr dari:20 

1) Pelrjanjian, dimana para pihak melngadakan pelrjanjian telrselbult masing-

masing ditulntult ulntulk belrtanggulngjawab atas pelmelnulhan isi pelrjanjian yang 

melrelka bulat; 

2) Pelrbulatan mellawan hulkulm, yang telrbagi atas; 

a. Pelrbulatan diri selndiri, baik yang diselngaja (doluls) maulpuln yang tidak 

diselngaja (cullpa); 

b. Pelrbulatan orang lain ( orang yang masih belrada dibawah tanggulngan si 

pelnanggulngjawab yang belrsangkultan); 

c. Keljadian lain yang bulkan melrulpakan pelrbulatan, teltapi melnimbullkan 

akibat yang teltap haruls dipelrtanggulng jawabkan olelh orang yang olelh 

hulkulm dianggap selbagai pelnanggulng jawabnya. 

Dalam KUlHPelrdata telrdapat belbelrapa belntulk tanggulng jawab yulridis yaitul:21 

a. Tanggulng jawab delngan ulnsulr kelsalahan (kelselngajaan dan kellalaian) Pasal 

1365 KUlHPelrdata, bahwa tiap pelrbulatan mellanggar hulkulm yang melmbawa 

kelrulgian pada orang lain, melwajibkan orang yang melnelrbitkan kelrulgian 

ulntulk melngganti kelrulgian telrselbult. 

b. Tanggulng jawab delngan ulnsulr kelsalahan, khulsulsnya ulnsulr kellalaian Pasal 

1366 KUlHPelrdata, bahwa seltiap orang yang belrtanggulng jawab tidak saja 

ulntulk kelrulgian yang diselbabkan kellalaian ataul kulrang hatihatinya. 

c. Tanggulng jawab multlak (tanpa kelsalahan) dalam arti yang sangat telrbatas 

Pasal 1367 KUlHPelrdata, bahwa selselorang tidak saja belrtanggulng jawab 

ulntulk kelrulgian yang diselbabkan pelrbulatannya selndiri tapi julga ulntulk 

kelrulgian yang diselbabkan pelrbulatan orang- orang yang melnjadi 

                                                             
19 Roscoel Poulnd, Pelngantar Filsafat Hulkulm (An Introdulction to thel Philosophy of Law), ditelrjelmahkan 

olelh Mohammad Radjab. (Jakarta : Bhratara Niaga Meldia, 1996), hal. 92.  
20 Aridwan Halim. Op.Cit., hal.163-164.  
21 Mulnir Fulady, Pelrbulatan Mellawan Hulkulm (Pelndelkatan Kontelmporelr),(Bandulng : PT Citra Aditya 

Bakti,2002), hal.3. 



tanggulngannya ataul diselbabkan olelh barang- barang yang belrada di bawah 

pelngawasannya. Tanggulng jawab multlak melrulpakan telrjelmahan dari “strict 

liability” 

Tanggulng Jawab Notaris selbagai profelssional hulkulm mellipulti :22 

a. Kelseldiaan mellakulkan selbaik mulngkin tulgas apa saja yang telrmaksuld 

lingkulp profelsinya; 

b. Belrtindak selcara proporsional tanpa melmbeldakan pelrkara bayaran dan 

pelrkara Culma-Culma (prodelo); kelseldiaan melmbelrikan laporan 

Pelkelrjaan Notaris adalah pelkelrjaan yang lelbih melngultamakan pellayanan dari 

pada imbalan (pelndapatan). Artinya melngultamakan apa yang haruls dikelrjakan 

selbagaimana kelwajibannya bulkan belrapa bayaran yang akan ditelrima, kelpulasan klieln 

adalah yang ultama.23 

Notaris wajib mellaksanakan jabatannya delngan pelnulh tanggulng jawab dalam 

mellakulkan tulgasnya. Notaris selbagai wakil nelgara belrtanggulng jawab pelnulh kelpada 

pelmelrintah dan belrtanggulng jawab pada profelsinya selbagai Notaris. Tanggulng jawab 

Notaris mellipulti: 

1. Tanggulng Jawab Moral 

Selorang Notaris haruls patulh seltia kelpada Nelgara Relpulblik Indonelsia dan Ulndang-

Ulndang Dasarnya, melnghormati selmula pelmbelsar- pelmbelsar hakim pelngadilan dan 

pelmbelsar-pelmbelsar lainnya, melnjalankan jabatannya delngan juljulr selksama dan tidak 

belrpihak, melnelpati delngan telliti selmula pelrtatulran bagi jabatan Notaris yang seldang 

belrlakul ataul yang akan ada, melrahasiakan selrapat-rapatnya isi akta sellaras delngan 

keltelntulan pelratulran-pelratulran, ulntulk melndapatkan pelngangkatan langsulng ataul tidak 

langsulng delngan nama ataul kilah akal apapuln julga tidak pelrnah melmbelrikan ataul 

melnjanjikan selsulatul kelpada siapapuln. Dalam kontelks moral, Notaris belrtanggulng 

jawab kelpada masyarakat. 

2. Tanggulng Jawab Telrhadap Kodel Eltik 

                                                             
22 Abdullkadir Mulhammad,. Op.Cit., hlm. 67.  
23 Anand, Ghansham, Karelktelristik Jabatan Notaris Di Indonelsia, Zifatama Pulblishelr, Sidoarjo, 

2014, hlm. 118.  
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Selorang Notaris yang mellakulkan profelsinya haruls belrpelrilakul profelsional, 

belrkelpribadian baik dan melnjulnjulng tinggi martabat kelhormatan notaris dan 

belrkelwajiban melnghormati relkan dan saling melnjaga dan melmbella kelhormatan nama 

baik korps ataul organisasi.67 Selbagai profelsi, Notaris belrtanggulng jawab telrhadap 

profelsi yang dilakulkannya, dalam hal ini Kodel Eltik Profelsi. Notaris dapat dikelnai 

sanksi belrulpa: a) telgulran; b) pelringatan; c) skorsing dari kelanggotaan pelrkulmpullan; 

d) pelmelcatan dari kelanggotaan pelrkulmpullan; el) pelmbelrhelntian delngan tidak hormat 

dari kelanggotaan pelrkulmpullan karelna pellanggaran Kodel Eltik yang melrulpakan 

tanggulng jawab moral belrsulmbelr pada sulmpah jabatan Notaris, tanggulng jawab eltis 

belrsulmbelr pada Kodel Eltik Profelsi yang diawasi olelh Delwan Kelhormatan Organisasi 

Profelsional. 

3. Tanggulng Jawab Hulkulm 

 

Tanggulng Jawab Hulkulm ini mellipulti: 

a. Tanggulng Jawab Pidana 

Bagian telrbelsar tanggulng jawab pidana olelh pelgawai diatulr dalam Kitab Ulndang-

Ulndang Hulkulm Pidana (KUlHP) dalam bulkul II titlel XXVIII Pasal 413-437 

melngelnai keljahatan jabatan dan bulkul III Titell VIII Pasal 552-559 melngelnai 

pellanggaran jabatan. 

Pellanggaran jabatan ini tidak belrarti pellanggaran dari atulran jabatan, mellainkan 

melrulpakan belbelrapa pelrbulatan pidana yang diatulr dalam KUlHP. 

Pelnjatulhan saksi pidana telrhadap Notaris dapat dilakulkan selpanjang batasan-

batasan selbagaimana telrselbult di atas dilanggar, artinya di samping melmelnulhi rulmulsan 

pellanggatan yang telrselbult dalam UlUlJN dan Kodel Eltik Jabatan Notaris julga haruls 

melmelnulhi rulmulsan yang telrselbult dalam KUlHP.24 

Sanksi pidana melrulpakan “Ulltimulm Relmeldiulm”, yaitul obat telrakhir, apabila sanksi 

ataul ulpaya-ulpaya pada cabang hulkulm lainnya tidak melmpan ataul dianggap tidak 

                                                             
24 Arliman, Laulrelnsiuls, Notaris Dan Pelnelgakkan Hulkulm Olelh Hakim, Delelpulblish, Yogyakarta, 2015, 

hlm. 12. 



melmpan. Olelh karelna itul pelnggulnaannya haruls dibatasi. Apabila masih ada jalan lain, 

janganlah melnggulnakan hulkulm pidana.25 

b. Tanggulng Jawab Pelrdata 

Tanggulng jawab pelrdata yaitul tanggulng jawab atas tindakan Notaris yang 

melngakibatkan kelrulgian kelpada pihak lain. Pasal 84 UlUlJN melnelrangkan bahwa 

apabila Notaris dalam mellakulkan tulgasnya mellanggar selbagaimana dimaksuld 

dalam Pasal 16 ayat (1) hulrulf I, Pasal 16 ayat (1) hulrulf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 

48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ataul Pasal 52 UlUlJN yang melngakibatkan sulatul 

akta hanya melmpulnyai kelkulatan pelmbulktian selbagai akta dibawah tangan ataul 

sulatul akta melnjadi batal delmi hulkulm, maka hal telrselbult dapat melnjadi alasan 

bagi pihak yang melndelrita kelrulgian ulntulk melnulntult pelnggantian biaya, ganti 

rulgi, dan bulnga kelpada Notaris. Notaris dapat julga ditulntult ulntulk melmbayar ganti 

kelrulgian selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 1366 KUlH Pelrdata karelna 

kellalaian. 

“Seltiap orang belrtanggulng jawab tidak saja ulntulk kelrulgian yang diselbabkan 

karelna pelrbulatannya, teltapi julga ulntulk kelrulgian yang diselbabkan karelna kellalaian ataul 

kulrang hati-hatinya” 

Akibat dari akta Notaris yang selpelrti itul, maka dapat melnjadi alasan bagi pihak 

yang melndelrita kelrulgian ulntulk melnulntult pelnggantian biaya, ganti rulgi, dan bulnga 

kelpada Notaris. 

Pellaksanaan tulgas jabatan Notaris melrulpakan pellaksanaan tulgas jabatran yang 

“Elsotelrik”, dipelrlulkan Pelndidikan khulsuls dan kelmampulan yang melmadai ulntulk 

melnjalankannya. Olelh karelna itul, Notaris dalam melnjalankan tulgas jabatannya haruls 

melmatulhi belrbagai keltelntulan yang telrselbult dalam UlUlJN. Dalam hal ini dipelrlulkan 

kelcelrmatan, keltellitian, dan keltelpatan tidak hanya dalam telknik administratif melmbulat 

akta, tapi julga pelnelrapan belrbagai atulran hulkulm yang telrtulang dalam akta belrsangkultan 

ulntulk para pelnghadap, dan kelmampulan melngulasai kelilmulan bidang Notaris selcara 

khulsuls dan hulkulm pada ulmulmnya.26 

                                                             
25 Habib Adjiel (b), Op.cit., hal.126.  
26 Ibid.,hal. 103.  
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Delngan delmikian kelduldulkan akta Notaris yang melmpulnyai kelkulatan 

pelmbulktian selbagai akta di bawah tangan ataul akta Notaris melnjadi batal delmi 

hulkulm tidak didasarkan pada akta Notaris yang tidak melmelnulhi syarat objelktif, 

tapi dalam hal ini : 

1. Ulndang-ulndang (UlUlJN) tellah melnelntulkan selndiri keltelntulan syarat akta notaris 

yang melmpulnyai kelkulatan pelmbulktian selbagai akta dibawah tangan ataul akta 

Notaris melnjadi batal delmi hulkulm, yaitul tidak melmelnulhi syarat elkstelrnal. 

2. Notaris tellah tidak celrmat, tidak telliti, tidak telpat dalam melnelrapkan atulran 

hulkulm yang belrkaitan pellaksanaan tulgas jabatan Notaris belrdasarkan UlUlJN, 

dan julga dalam melnelrapkan atulran hulkulm yang belrkaitan delngan isi akta. 

 

c. Tanggulng Jawab Administratif 

Tanggulng jawab administratif adalah tanggulng jawab pelgawai yang tidak 

melmelnulhi kelwajiban di dalam dinas. Peljabat ditelmpatkan di bawah disiplin 

jabatan. Pellanggaran disiplin jabatan dapat melngakibatkan hulkulman jabatan 

bahkan pelmbelrhelntian dari jabatan. 

Pelratulran disiplin adalah sulatul pelratulran yang melmulat kelharulsan larang dan 

sanksi apabila kelharulsan tidak ditulrulti ataul larangan dilanggar. Apabila Notaris 

mellalaikan tanggulng jawabnya dalam melnjalankan tulgas jabatan, ia haruls dapat 

melmpelrtanggulngjawabkan selcara moral, eltis dan hulkulm kelpada masyarakat. Tanggulng 

jawab Notaris dalam pelmbulatan akta pelrulsahaan hanya selbatas tanggulng jawab telrhadap 

akta-akta yang dibulatnya telrselbult dan bulkan melrulpakan tanggulng jawab matelriil Notaris 

yang belrsangkultan. 

Dalam Pasal 85 UlUlJN ditelntulkan ada 5 (lima) jelnis sanksi administratif, yaitul :27 

1. Telgulran Lisan; 

2. Telgulran Telrtullis; 

3. Pelmbelrhelntian Selmelntara; 

                                                             
27 Ibid.,hal. 114-115.  



4. Pelmbelrhelntian delngan Hormat; 

5. Pelmbelrhelntian Tidak Hormat. 

Dalam Pasal 85 UlUlJN delngan melnelmpatkan Telgulran lisan pada ulrultan pelrtama 

pelmbelrian sanksi, melrulpakan pelringatan kelpada notaris dari Majellis Pelngawas, yang 

jika tidak dipelnulhi ditindaklanjulti delngan sanksi Telrtullis, jika sanksi selpelrti ini tidak 

dipatulhi julga olelh Notaris yang belrsangkultan, maka dapat dijatulhi sanksi yang 

belrikultnya selcara belrjelnjang, dan biasanya sanksi administratif dijatulhkan julga selsulai 

kadar pellanggaran yang dilakulkan olelh Notaris. 

Pelnelmpatan sanksi belrulpa telgulran lisan dan telgulran telrtullis selbagai awalan ulntulk 

melnjatulhkan sanksi yang sellanjultnya bulkan telrmasulk sanksi administratif. Dalam sanksi 

administratif belrulpa paksaan pelmelrintah, selblulm dijatulhkan sanksi haruls didahulluli 

delngan telgulran lisan dan telgulran telrtullis, hal ini dimasulkkan selbagai proseldulr paksaan 

nyata. Pellaksanaan telgulran lisan maulpuln telgulran telrtullis belrtuljulan ulntulk melngulji 

keltelpatan dan kelcelrmatan antara telgulran lisan dan telgulran telrtullis delngan pellanggaran 

yang dilakulkan belrdasarkan atulran hulkulm yang belrlakul. Seldangkan telrhadap Notaris 

belrulpa pelmbelrhelntian selmelntara dari jabatan melrulpakan tahap belrikultnya seltellah 

pelnjatulhan sanksi telgulran lisan dan telgulran selcara telrtullis. Kelduldulkan sanksi belrulpa 

pelmbelrhelntian selmelntara dari jabatan Notaris ataul skorsing melrulpakan masa melnulnggul 

pellaksanaan sanksi paksaan pelmelrintah. 

Sanksi pelmbelrhelntian selmelntara Notaris dari jabatan, dimaksuldkan agar Notaris 

tidak mellaksanakan tulgas jabatannya ulntulk selmelntara waktul, selbellulm sanksi belrulpa 

pelmbelrhelntian delngan hormat dan pelmbelrhelntian tidak telrhormat dijatulhkan kelpada 

notaris. 

Selbellulm pelmbelrhelntian dilakulkan, Notaris dibelri kelselmpatan ulntulk melmbella diri di 

hadapan Majellis Pelngawas Pulsat. 
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Notaris selcara belrjelnjang dan pelmbelrhelntian notaris telrselbult dilakulkan olelh 

melntelri atas ulsull Majellis Pelngawas Pulsat.28 

Dalam hal Pelmbelrhelntian Notaris selcara telrhormat diatulr dalam Pasal 8 ayat (1) 

UlUlJN yang melnelntulkan bahwa Notaris belrhelnti ataul dibelrhelntikan dari jabatannya 

delngan telrhormat, karelna: 

a) Melninggal dulnia; 

b) Tellah belrulmulr 65 (elnam pullulh lima) tahuln; 

c) Pelrmintaan selndiri; 

d) Tidak mampul selcara rohani dan/ataul jasmani ulntulk mellaksanakan tulgas 

jabatan Notaris selcara telruls- melnelruls lelbih dari 3(tiga) tahuln; ataul 

e) Melrangkap jabatan selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 3 hulrulf g 

Seldangkan dalam hal selorang Notaris dibelrhelntikan selcara tidak telrhormat dari 

jabatannya diatulr dalam Pasal 13 UlUlJN yakni melnyatakan: 

“Notaris dibelrhelntikan delngan tidak telrhormat olelh Melntelri karelna dijatulhi 

pidana pelnjara belrdasarkan pultulsan pelngadilan yang tellah melmpelrolelh kelkulatan hulkulm 

teltap karelna mellakulkan tindak pidana yang diancam delngan pidana pelnjara 5 (lima) 

tahuln ataul lelbih” 

Tanggulng jawab yang dimiliki olelh Notaris melnganult prinsip tanggulng jawab 

belrdasarkan kelsalahan (baseld on faullt of liability), dalam pelmbulatan akta otelntik, Notaris 

haruls belrtanggulng jawab apabila atas akta yang dibulatnya telrdapat kelsalahan ataul 

pellanggaran yang diselngaja olelh Notaris. Selbaliknya apabila ulnsulr kelsalahan ataul 

pellanggaran itul telrjadi dari para pihak pelnghadap, maka selpanjang Notaris mellaksanakan 

kelwelnangannya selsulai pelratulran. Notaris belrsangkultan tidak dapat diminta 

pelrtanggulngjawabannya, karelna Notaris hanya melncatat apa yang disampaikan olelh para 

                                                             
28 Indrajaya, Ruldi, Kelduldulkan Akta Izin Roya Hak Tanggulngan Selbagai Pelngganti Selrtifikat Hak 

Tanggulngan Yang Hilang, Visimeldia, Jakarta, 2016, hlm. 15  



pihak ulntulk ditulangkan kel dalam akta. Keltelrangan palsul yang disampaikan olelh para 

pihak adalah melnjadi tanggulng jawab para pihak.29 

Pelrtanggulngjawaban Notaris selcara pelrdata telrhadap akta-akta yang dibulatnya, 

dapat dikatakan bahwa akta yang dibulat olelh Notaris belrkaitan delngan masalah 

kelpelrdataan yaitul melngelnai pelrikatan yang dibulat olelh dula pihak ataul lelbih melskipuln 

melmulngkinkan dibulat selcara selpihak (sifatnya hanya melngulatkan). Sifat dan asas yang 

dianult olelh hulkulm pelrikatan khulsulsnya pelrikatan yang lahir karelna pelrjanjian, bahwa 

ulndang-ulndang hanya mulngkin dan bolelh diulbah ataul diganti ataul dinyatakan tidak 

belrlakul, hanya olelh melrelka yang melmbulatnya, maksuldnya kelselpakatan keldula bellah 

pihak yang ditulangkan dalam sulatul akta otelntik melngikat keldula bellah pihak 

selbagaimana melngikatnya ulndang-ulndang.  

Agulstina Karnawati S.H. melngatakan bahwa,30 pada dasarnya Notaris tidak 

belrtanggulng jawab telrhadap isi akta yang dibulat di hadapannya karelna melngelnai isi dari 

akta telrselbult melrulpakan kelhelndak dan kelselpakatan yang diinginkan olelh para pihak. 

Notaris hanya melnulangkan kelselpakatan telrselbult keldalam belntulk akta otelntik selhingga 

dalam hal ini Notaris hanya belrtanggulng jawab telrhadap belntulk formal akta otelntik 

selbagaimana yang diteltapkan olelh ulndang-ulndang.  

Pelran Notaris disini hanya melncatat ataul melnulangkan sulatul pelrbulatan hulkulm 

yang dilakulkan olelh para pihak/pelnghadap kel dalam akta. Notaris hanya melngkonstatir 

apa yang telrjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/pelnghadap telrselbult 

belrikult melnyelsulaikan syarat-syarat formil pelmbulatan akta otelntik kelmuldian 

melnulangkannya kel dalam akta. Notaris tidak diwajibkan ulntulk melnyellidiki kelbelnaran 

isi matelriil dari akta otelntik telrselbult. Hal ini melwajibkan Notaris ulntulk belrsikap neltral 

dan tidak melmihak selrta melmbelrikan selmacam nasihat hulkulm bagi klieln yang melminta 

peltulnjulk hulkulm pada Notaris yang belrsangkultan.  

                                                             
29 Andi Mamminanga, Pellaksanaan Kelwelnangan Majellis Pelngawas Notaris Daelrah dalam Pellaksanaan 

Tulgas Jabatan Notaris belrdasarkan UlUlJN, Telsis, Fakulltas Hulkulm Ulnivelrsitas Gajah Mada, Yogyakarta, 

2008, hlm. 32.  
30 Hasil wawancara delngan Agulstina Karnawati, S.H. sellakul Notaris/PPAT Kota Meldan pada tanggal 16 

Oktobelr 2022.  
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Agulstina Karnawati melngatakan bahwa
31

 kelculali isi akta, seltiap pelrbulatan yang 

dilakulkan olelh Notaris dapat dimintakan pelrtanggulng jawabannya apabila ada sulatul 

pellanggaran yang dilakulkannya dan pelrbulatan telrselbult melnimbullkan kelrulgian bagi para 

pihak. Notaris haruls melmpelrtanggulng jawabkan atas kelbelnaran matelriil sulatul akta bila 

nasihat hulkulm yang dibelrikannya telrnyata dikelmuldian hari melrulpakan sulatul yang kellirul. 

 

HAMBATAN-HAMBATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN 

PENYULUHAN HUKUM DI KOTA MEDAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan 

Agustina Karnawati S.H Notaris dan PPAT di Kota Medan32, menjelaskan bahwa 

Hambatan-hambatan notaris yang sering terjadi dalam memberikan penyuluhan hukum 

dalam pembuatan akta ialah : 

1. Kompetensi Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum 

Pada masa saat ini , peraturan dan sistem selalu berubah-ubah dengan 

perkembangan zaman oleh karena itu para notaris dituntut agar mengembangkan 

kompetensinya yang mempengaruhi kualitas Penyuluhan hukum. Faktor wawasan dan 

pengetahuan Notaris sangat mempengaruhi lengkap atau tidak materi yang disampaikan 

dalam pemberian penyuluhan hukum. Notaris dalam hal ini dituntut untuk terus belajar 

dan mencari tahu isu-isu terbaru terkait tugas dan jabatannya, agar dapat dengan mudah 

menentukan perbuatan hukum apa yang dimaksud oleh klien. Ketika memberikan 

penyuluhan hukum, notaris harus terus meningkatkan pengetahuannya sehingga 

penyuluhan hukum yang diberikan selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

terbaru. 

2. Komunikasi Kepada Para Pihak 

                                                             
31 Hasil wawancara delngan Agulstina Karnawati, S.H. sellakul Notaris/PPAT Kota Meldan pada tanggal 16 

Oktobelr 2022. 
32 Hasil wawancara dengan  Agustina Karnawati, S.H. selaku Notaris/PPAT Kota Medan pada tanggal 16 

Oktober 2022 



Komulnikasi hulkulm yang dilaksanakan delngan melngadakan pelnelrangan dan 

pelnyullulhan hulkulm belrtuljulan ulntulk melnulmbulhkan pelngelrtian dan pelmahaman dalam 

diri warga masyarakat selhingga akhirnya akan melnimbullkan pelnafsiran yang sama 

telrhadap objelk yang akan diatulr.  

Disamping itul julga dinyatakan bahwa melmbelrikan pelnyullulhan hulkulm dapat 

disamakan delngan melmbelrikan sulatul nasihat hulkulm. Alasannya karelna keldulanya sama-

sama melmbelrikan sulatul pelnelrangan ataul pelnjellasan melngelnai hulkulm kelpada para pihak 

yang melmbultulhkannya. Hambatan dalam penyuluhan hukum ini yaitu terkadang klien 

yang tidak mau mendengarkan terlalu lama penjelasan dari Notaris. Mereka hanya ingin 

dijelaskan sebatas apa yang menjadi persyaratan dalam pembuatan akta dan selebihnya 

mereka mempercayakannya kepada Notaris. 

2. Faktor dari Klien  

Sebagai seorang Notaris, penting bagi kita untuk memahami psikologi klien karena 

terkadang ada klien yang enggan menerima saran dari Notaris. Kendala yang dihadapi 

oleh Notaris terkait dengan teori kepastian hukum yang menjelaskan bahwa hukum harus 

ditegakkan dengan tegas di masyarakat dan harus jelas serta terbuka sehingga setiap 

orang dapat memahami makna suatu peraturan hukum. Jika Notaris tidak memberikan 

penjelasan hukum dengan baik, klien tidak akan memahami isi dan makna dari akta 

tersebut. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Bentuk Penyuluhan hukum Notaris dalam pembuatan akta autentik adalah dalam 

bentuk pemberian Penyuluhan hukum terkait perbuatan hukum yang akan 

dituangkan ke dalam Akta. Notaris memberikan pemahaman kepada para pihak 

terkait ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang 

berhubungan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak 

meliputi penjelasan mengenai apa saja yang diperbolehkan dalam menerapkan 

asas kebebasan berkontrak dan apa saja yang menjadi batasannya.  
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2. seltiap pelrbulatan yang dilakulkan olelh Notaris dapat dimintakan pelrtanggulng 

jawabannya apabila ada sulatul pellanggaran yang dilakulkannya dan pelrbulatan 

telrselbult melnimbullkan kelrulgian bagi para pihak. Notaris haruls melmpelrtanggulng 

jawabkan atas kelbelnaran matelriil sulatul akta bila Penyuluhan hulkulm yang 

dibelrikannya telrnyata dikelmuldian hari melrulpakan sulatul yang kellirul.  jika 

kerugian yang timbul bukan karena kesalahan notaris maka notaris tidak dapat 

dituntut tanggung jawabnya.  

3. Hambatan Notaris dalam pelnyullulhan hulkulm di Kota Medan yaitul yang pelrtama 

Terkait kompeltelnsi Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum, Pada masa 

saat ini , dimana peraturan dan sistem selalu berubah-ubah dengan perkembangan 

zaman oleh karena itu para notaris dituntut agar mengembangkan kompetensinya 

yang mempengaruhi kualitas Penyuluhan hukum kedua Komulnikasi antara 

notaris dan para pihak, Hambatan dalam penyuluhan hukum ini yaitu terkadang 

klien yang tidak mau mendengarkan terlalu lama penjelasan dari Notaris. Mereka 

hanya ingin dijelaskan sebatas apa yang menjadi persyaratan dalam pembuatan 

akta dan selebihnya mereka mempercayakannya kepada Notaris. 

Saran 

1. Setiap notaris sebaiknya mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat dan 

akurat yang sesuai dengan keinginan semua pihak dan harus mematuhi peraturan 

hukum yang berlaku serta menjelaskan keadaan hukum yang sebenarnya kepada 

semua pihak agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka. Jika notaris 

tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan penyuluhan hukum ini, maka 

dapat berdampak pada sengketa dan kerugian baik bagi semua pihak yang terlibat 

maupun bagi notaris itu sendiri. Karena itu, setiap notaris harus mematuhi 

peraturan hukum yang berlaku, UUJN, dan Kode Etik Notaris, serta bertindak 

jujur, mandiri, dan netral. 

2. Para pihak yang Menghadap Notaris harus menyebutkan secara lengkap dan jelas 

perihal hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut agar akta itu dapat 

dipertanggung jawabkan dan tidak merugikan kepentingan para pihak yang 

menyebabkan dibatalkannya akta. akta yang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku dapat dilakukan dengan memberikan 



penyuluhan hukum yang berkaitan atas konsekuensi hukum yang dapat timbul 

saat dilanggarnya ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga, notaris harus mampu 

dan cakap akan dampak dari akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan para 

pihak sebelum dituliskan dalam akta yang akan dibuatnya. 

3. Peningkatan Kompetensi Notaris atau Upgrading merupakan solusi dari 

hambatan Notaris dalam memberikan Penyuluhan Hukum karena Faktor 

wawasan dan pengetahuan Notaris sangat mempengaruhi lengkap atau tidak 

materi yang disampaikan dalam pemberian penyuluhan hukum. serta skill 

Komunikasi dalam penyuluhan hukum yang ditingkatkan belrtuljulan ulntulk 

melnulmbulhkan agar para penghadap mengerti apa yang menjadi hak dan 

kewajiban masing-masing sehingga mencegah timbulnya permasalahan 

dikemudian hari. 
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